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ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalusasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangja Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022.

- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No.
23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU
No. 1 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 95 Tahun
2018; Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun
Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2022 serta menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
Perubahan RKPD 2022 memuat tentang rancangan kerangka ekonomi dan
keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan kegiatan
Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Daerah.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2021 Nomor 50), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

- Lampiran : 580 him.



